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ABSTRACT 
 

The management of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) 

serves as one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD). However, 

the current tax object data is not yet based on up-to-date and verified spatial data, 

resulting in inaccurate tax assessments and hampering the optimization of PAD. To 

address this issue, the integration of land certificate data (Right Number) and Tax 

Object Number (NOP) offers a strategic solution. The “Kota Lengkap” (Complete 

City) program initiated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/National Land Agency (ATR/BPN) promotes comprehensive spatial 

validation. In this context, the Regional Revenue Agency (BKD) of Mataram City 

collaborates with the Land Office to utilize this data for the integration and 

updating of PBB records. This study aims to analyze the implementation of land 

data utilization under the Kota Lengkap program for updating Land and Building 

Tax (PBB) data in Cakranegara Utara Subdistrict and to compare the potential tax 

revenue before and after the update. A mixed-methods approach was employed, 

using qualitative methods to explore stakeholder involvement, stages, challenges, 

and solutions in data integration, and quantitative methods to measure outcomes 

and revenue potential through spatial and descriptive statistical analysis. 

The results indicate that this initiative represents a collaborative effort 

involving the Mataram City Government, the Land Office, BKD, and local 

stakeholders such as subdistrict officials, neighborhood heads, and tax collectors. 

The process began with socialization, data collection, spatial processing, and field 

surveys for data validation, resulting in significant updates in both spatial and 

attribute aspects. Spatially, discrepancies were found in location, shape, and area, 

along with the addition of 603 new tax objects. In terms of attributes, several land 

parcels were found to be unintegrated, with duplicate NOPs and mismatched 

subject data between land certificates and SPPTs, indicating the need for data 

improvement. The reduction in the number of uncharted K4 parcels reflects 

successful tracking of previously unmapped land parcels. However, challenges 

remain, including weak data integration and limited engagement from subdistrict 

authorities. Proposed solutions include issuing and tracking new NOPs, involving 

neighborhood leaders (RT), and enhancing public outreach. As a result of the 

update, the potential PBB revenue decreased by IDR 131,211,411, from IDR 

770,285,765 to IDR 639,074,354 due to corrections in parcel area and 

administrative boundaries that previously did not refer to official land data. These 

findings demonstrate that the utilization of official land data improves tax accuracy 

and fiscal equity, although it may lead to a short-term decline in potential tax 

revenue. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan transformasi digital telah mendorong pemerintah di berbagai 

negara untuk menerapkan tata kelola berbasis teknologi guna meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik (Fadri dan Fil, 2024). Salah satu elemen penting dalam 

tata kelola pemerintahan modern adalah informasi berbasis spasial karena berperan 

sebagai dasar utama dalam pelaksanaan dan dukungan berbagai jenis aktivitas 

(Saputro, 2016). Analisis spasial menjadi penting dalam proses pengambilan 

keputusan, terutama dalam konteks geografis yang dinamis dan terus mengalami 

perubahan (Rahmawati dkk., 2024). Keakuratan dan integrasi data spasial tidak 

hanya mendukung efektivitas analisis, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan 

publik serta memfasilitasi sinkronisasi data lintas sektor, termasuk dalam bidang 

perpajakan. 

Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung integrasi 

data lintas sektor sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan publik dan 

efektivitas pengelolaan data pemerintah. Pasal 349 Undang-Undang (UU) Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

mengamanatkan bahwa pemerintah harus mendorong penyederhanaan pelayanan 

publik melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri 

menekankan interoperabilitas data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan 

informasi pemerintahan. Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai 

data pemerintahan, termasuk keuangan daerah, kependudukan, pencatatan sipil, 

serta pertanahan. Sementara itu, Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1 Tahun 

2023 mewajibkan keterbukaan data geospasial tematik pertanahan guna 

mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan transparan. 

Dalam konteks perpajakan daerah, pengelolaan pajak daerah di Indonesia, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pemungutan pajak ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

(BKD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber penerimaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Nikmatika dkk., 

2024). PBB-P2 berperan dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmawan, 

2012).  

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan dinyatakan bahwa penerimaan negara dari PBB dibagi dengan 

proporsi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah sehingga PBB 

dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Realisasi penerimaan PBB-P2 di beberapa daerah, termasuk Kota Mataram, masih 

belum optimal. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2015–2020, realisasi 

penerimaan hanya mencapai kisaran 20,26%–26,31% dari potensi yang ada 

(Nikmatika dkk., 2024). Berikutnya, pada bulan Agustus 2024, realisasi PBB-P2 di 

Kota Mataram tercatat sebesar Rp10,2 miliar dari target Rp30 miliar, atau sekitar 

34% (Saraswati, 2024). Hal ini mencerminkan masih rendahnya efektivitas 

pengelolaan PBB-P2 di daerah tersebut.  

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan 

PBB-P2 adalah pendataan dan penilaian spasial bidang tanah sebagai objek pajak 

yang tidak berdasarkan data yang valid dan terkini (Christina, 2023). Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menekankan pentingnya pendataan wajib pajak dan objek pajak 

PBB-P2, termasuk penyusunan informasi geografis melalui peta blok. Peta blok 

PBB-P2 yang akurat dapat dibuat melalui berbagai metode, seperti pengukuran 

terestris, fotogrametri, dan pemanfaatan citra satelit (Aristalindra dkk., 2020). 

Pendataan ini tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan pajak, tetapi juga 

menjamin keadilan pajak bagi masyarakat.  

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Surat Pemberitahuan 
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Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang valid, pembenahan kualitas data spasial 

bidang tanah terus dilakukan, baik untuk tanah yang telah terpetakan maupun yang 

belum terpetakan pada peta blok PBB-P2 (Wahyuningsih, 2024). Dalam menilai 

kualitas data spasial yang dikumpulkan, terdapat enam faktor utama yang menjadi 

penentu, yaitu ketepatan garis, akurasi posisi, keakuratan atribut, konsistensi logis, 

kelengkapan data, serta ketepatan makna semantik (Navratil, 2020).  

Salah satu langkah efektif untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah 

terdaftar adalah melalui kerja sama pendataan antara Badan Keuangan Daerah 

(BKD) dan Kantor Wilayah/ Kantor Pertanahan setempat. Direktur Survei dan 

Pemetaan Tematik, Hesekiel Sijabat, mengungkapkan bahwa akan dilakukan 

integrasi antara data Nomor hak sertifikat dan data Nomor Objek Pajak (NOP) yang 

telah diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang elektronik (e-SPPT) 

(Rinjani, 2025). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan data yang tercantum 

dalam sertifikat tanah dengan data dalam SPPT PBB-P2, sehingga tercipta 

kesesuaian yang dapat mendukung administrasi perpajakan secara lebih akurat. 

Pendekatan spasial dalam sistem administrasi pertanahan telah terbukti 

efektif dalam mendukung administrasi perpajakan (Williamson, 2001). Sistem 

kadaster di Eropa sejak awalnya dirancang dan dikembangkan untuk tujuan 

perpajakan (Križanović dkk., 2021). Misalnya di Kroasia yang telah menggunakan 

data pertanahan sebagai dasar penghitungan pajak properti sejak abad ke-19 dan 

masih mempertahankannya hingga saat ini, sementara itu di Green County, Ohio, 

Amerikat Serikat (AS), informasi pajak ditampilkan dalam Property Card, yang 

mencakup nilai tanah, pajak, dan distrik pajak (Križanović dkk., 2021). Hal ini 

menegaskan bahwa ketersediaan data pertanahan yang lengkap dan akurat, baik 

dalam aspek spasial maupun yuridis, memungkinkan pemerintah daerah untuk 

melakukan pembaruan data perpajakan secara lebih efektif.  

Sebagai upaya menyediakan data yang akurat, Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan berbagai 

terobosan dengan mentransformasi layanan pertanahan dari sistem manual ke 

berbasis elektronik. Transformasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas data 

serta percepatan proses pendaftaran tanah hingga tercapainya target Indonesia 
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Lengkap yang terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Program ini diharapkan dapat mewujudkan pendaftaran tanah yang 

menyeluruh di Indonesia, dimulai dari pendaftaran tanah berbasis desa/kelurahan 

lengkap, kemudian berkembang menjadi kabupaten/Kota Lengkap, serta diiringi 

dengan perbaikan data pendaftaran tanah secara simultan (Rahmawati, 2022). Salah 

satu daerah yang telah dideklarasikan sebagai Kota Lengkap adalah Kota Mataram 

(Pessy, 2024). Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota 

Mataram, luas wilayah administrasi kota ini mencapai 6.013 hektare dengan jumlah 

132.691 persil bidang tanah telah terpetakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

126.682 persil atau 95,17% telah dinyatakan valid (data per November 2024). 

Sebagai bagian dari upaya integrasi data pertanahan, pada tahun 2024 BKD 

Kota Mataram bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam upaya 

mengintegrasikan data Nomor hak sertifikat dan Nomor Objek Pajak (NOP) 

kedalam satu sistem pemetaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Hal ini tertuang dalam Nota Kesepatakan Nomor 

04/MOU.MTR/V/2024 dan Nomor 517.1/Mo0-52.72.UP.02.01/V/2024. Kegiatan 

survei dan pendataan tanah spasial telah dilaksanakan di 14 kelurahan dan diperluas 

ke 7 kelurahan tambahan melalui APBD perubahan. Salah satu wilayah yang telah 

mengimplementasikan program ini adalah Kelurahan Cakranegara Utara. Kegiatan 

ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Pertanahan, 

Pemerintah Daerah, BKD, Kepala Padukuhan, hingga Ketua RW/RT sebagai 

pelaksana kegiatan. 

Dengan pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap, pemerintah daerah 

dapat mengurangi kesenjangan data antar instansi, meminimalisir selisih nilai 

pajak, dan mendukung implementasi kadaster multifungsi (Junarto dan Djurjani, 

2020). Kadaster ini tidak hanya mendukung kebutuhan perpajakan, tetapi juga 

pengembangan infrastruktur publik seperti listrik, air bersih, dan layanan lainnya 

(Pinuji, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

pemanfaatan data pertanahan untuk pembaruan data objek dan subjek Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan akurasi pendataan pajak guna mengoptimalisasi Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul "PEMANFAATAN DATA 

PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA, 

KOTA MATARAM". 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam konteks perpajakan daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), namun realisasi penerimaannya masih belum optimal, seperti yang terjadi 

di Kota Mataram, di mana pencapaian PBB-P2 masih jauh dari target. Salah satu 

faktor penyebabnya adalah pendataan objek pajak yang belum berbasis data spasial 

yang valid dan terkini. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara data Nomor hak 

sertifikat dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk meningkatkan akurasi pendataan 

dan optimalisasi pajak daerah. Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi program 

Kota Lengkap, dengan Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang bidang 

tanahnya hampir terdaftar dan terpetakan sepenuhnya. Untuk mendukung 

efektivitas pemanfaatan data pertanahan, BKD Kota Mataram bekerja sama dengan 

Kantor Pertanahan dalam upaya integrasi data menggunakan APBD, yang 

mencakup survei dan pendataan di beberapa kelurahan, salah satunya Kelurahan 

Cakranegara Utara. Dengan pemanfaatan data pertanahan secara optimal, 

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan data antar instansi, meningkatkan 

akurasi pajak, serta berkontribusi dalam optimalisasi PAD. Berangkat dari 

pernyataan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang diambil sebagai 

pembahasan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap untuk 

pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cakranegara 

Utara agar menjadi suatu sistem informasi terintegrasi? 

2. Bagaimana perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi sebelum dan 

sesudah pembaruan data perpajakan di Kelurahan Cakranegara Utara? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis implementasi pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap untuk 

pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cakranegara 

Utara agar menjadi suatu sistem informasi terintegrasi. 

2. Menganalisis perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi sebelum dan 

sesudah pembaruan data perpajakan di Kelurahan Cakranegara Utara. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti tentang proses 

pengintegrasian data spasial yang berbeda ke dalam satu peta spasial untuk 

menunjang konsep kadaster multiguna. 

2. Bagi instansi BKD diharapkan dapat memberikan informasi terkait potensi 

pajak bumi yang bisa dihasilkan dari kegiatan pembaruan data perpajakan di 

Kelurahan Cakranegara Utara sehingga membantu mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pengelolaan pajak bumi dan 

bangunan. 

3. Bagi perspektif akademik adalah sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan terkait pengembangan basis data pertanahan berbasis 

konsep kadaster multiguna. 

 

E. Batasan Penelitian 

Karena keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, penelitian ini memiliki 

beberapa batasan. Selain itu, penetapan batasan dalam penelitian bertujuan untuk 

mempersempit ruang lingkup kajian agar lebih terfokus dan sistematis. 

1. Data perpajakan yang diintegrasikan mencakup data Pajak Bumi, yang 

dihimpun serta dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam konteks 

pengelolaan pertanahan. 

2. Pengintegrasian data PBB dalam penelitian ini hanya berfokus pada bidang 

tanah, tanpa mencakup analisis terhadap objek bangunan. 

3. Analisis perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dalam penelitian ini hanya difokuskan pada objek pajak bumi (bidang tanah) 
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dan tidak mencakup perhitungan terhadap objek pajak bangunan. 

4. Lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah administratif, yaitu Kelurahan 

Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perpajakan dan 

pertanahan per November 2024, yang mencakup informasi terkini pada saat 

proses pengintegrasian. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengintegrasian data Pajak Bumi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan 

data pertanahan di Kelurahan Cakranegara Utara merupakan upaya kolaboratif 

lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kota Mataram, Kantor Pertanahan, Badan 

Keuangan Daerah (BKD), serta aktor lokal seperti kecamatan, kelurahan, kepala 

lingkungan, juru pungut, dan tokoh masyarakat. Tahapan awal pembaruan Peta 

Blok PBB dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dilanjutkan dengan 

pengumpulan data dari BKD dan Kantor Pertanahan, pengolahan data spasial 

bidang tanah (kegiatan studio), serta pelaksanaan survei lapangan untuk validasi 

data yang menghasilkan pembaruan signifikan baik pada aspek spasial maupun 

atribut data. Secara spasial, ditemukan perbedaan posisi, bentuk, luas dan 

peningkatan jumlah objek pajak sebesar 603 bidang. Dari sisi atribut, terdapat 

bidang tanah yang belum terintegrasi dan duplikasi NOP, serta ketidaksesuaian data 

subjek antara sertifikat dan SPPT yang mengindikasikan perlunya perbaikan data. 

Penurunan jumlah bidang K4 yang belum terpetakan menunjukkan keberhasilan 

pelacakan posisi bidang K4 melalui kegiatan survei lapangan. Namun demikian, 

kegiatan ini menghadapi kendala berupa duplikasi NOP, NOP yang tidak 

terintegrasi, minimnya peran kelurahan, dan hambatan validasi lapangan. Solusi 

yang diperlukan meliputi penerbitan NOP baru untuk bidang hasil pemecahan, 

pelacakan NOP yang belum terdata, pelibatan Ketua RT dalam Satgas, penyediaan 

kelengkapan atribut satgas di lapangan serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi 

masyarakat guna mendukung proses validasi terhadap objek maupun subjek pajak 

di lapangan. 

2. Berdasarkan hasil pembaruan data di Kelurahan Cakranegara Utara, terjadi 

penurunan potensi penerimaan Pajak Bumi sebesar Rp131.211.411, dari 

Rp770.285.765 menjadi Rp639.074.354. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan 

luas bidang tanah dan batas administrasi kelurahan objek pajak pada Peta Blok PBB 

lama dibandingkan dengan data terbaru yang mengacu pada data pertanahan. 
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Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak sebelumnya 

membayar lebih dari kewajiban sebenarnya, sehingga pembaruan ini penting untuk 

menciptakan keadilan dan akurasi dalam sistem pemungutan pajak. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah daerah disarankan membentuk Satgas Khusus di tingkat kelurahan yang 

terdiri dari RT, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat dengan dukungan 

anggaran operasional. Tim ini bertugas melakukan pendampingan survei, 

identifikasi subjek pajak, serta pemantauan dinamika spasial di wilayahnya masing-

masing. 

2. BKD bersama Kantor Pertanahan perlu segera menyusun kebijakan penomoran 

ulang NOP untuk bidang hasil pemecahan agar tidak terjadi duplikasi. Selain itu, 

integrasi data SPPT dan sertifikat harus difasilitasi melalui sistem digitalisasi 

berbasis web yang memungkinkan real-time updating atas peristiwa kepemilikan, 

pemecahan, dan penggabungan bidang. 

3. Penelitian ini menyarankan adanya kajian lanjutan yang secara khusus 

memasukkan variabel luas bangunan dalam penghitungan potensi Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Hal ini penting mengingat bangunan merupakan salah satu 

komponen utama dalam menentukan nilai objek pajak secara keseluruhan. 
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